
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 34 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36             

Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin 

Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten 

Demak beserta perubahannya; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam 

rangka tertib administrasi izin operasional Puskesmas serta 

dinamika perkembangan penyelenggaraan Puskesmas, 

Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin 

Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten 

Demak beserta perubahannya perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009            

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015          

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5600); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976       

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa 

Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indoneisa Nomor 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa 

Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 49); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 5); 

 

 



13. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 43); 

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemeintah Kabupaten 

Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018  

Nomor 4); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN 

OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI 

KABUPATEN DEMAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimasud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Demak. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. 

7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala 

Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. 

 



8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

dan/atau masyarakat. 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya. 

10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 

sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat 

UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, 

pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 

penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan. 

12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

13. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang 

meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas. 

14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh 

Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,  

15. Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan 

kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2 

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

pemberian izin operasional Puskesmas. 



(2) Pedoman pemberian izin operasional Puskesmas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 

a. standarisasi operasional Puskesmas; dan 

b. meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas. 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Persyaratan; 

b. Kategori Puskesmas; 

c. Perizinan dan registrasi Puskesmas; dan 

d. Pembinaan dan pengawasan Puskesmas. 

 

BAB III 

PERSYARATAN 

 

Pasal 4 

(1) Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. 

(2) Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat 

didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan 

pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. 

(4) Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, 

bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, 

kefarmasian dan laboratorium. 

 

Pasal 5 

(1) Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan: 

a. geografis; 

b. aksesibilitas untuk jalur transportasi; 

c. kontur tanah; 

d. fasilitas pakir; 

e. fasilitas keamanan; 

f. ketersediaan utilitas publik; 

g. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan 

h. kondisi lainnya. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), 

pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan 

teknis pembangunan bangunan gedung negara. 

 

 

 



Pasal 6 

Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang 

meliputi: 

a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai 

dengan ketentuan paraturan perundang-undangan; 

b. bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan 

c. menyediakaan fungsi, keamanan, kenyamanan, 

perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan 

dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang 

berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia. 

 

Pasal 7 

(1) Selain bangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, setiap Puskesmas harus mempunyai bangunan 

rumah dinas Tenaga Kesehatan. 

(2) Bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan 

mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan. 

 

Pasal 8 

Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling 

sedikit terdiri atas: 

a. sistem penghawaan (ventilasi); 

b. sistem pencahayaan; 

c. sistem sanitasi; 

d. sistem kelistrikan; 

e. sistem komunikasi; 

f. sistem gas medik; 

g. sistem proteksi petir; 

h. sistem proteksi kebakaran; 

i. sistem pengendalian kebisingan; 

j. sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari           

1 (satu) lantai; 

k. kendaraan Puskesmas keliling; dan 

l. kendaraan ambulans. 

 

Pasal 9 

Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam              

Pasal 6 sampai Pasal 8 harus dilakukan pemeliharaan, 

perawatan dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik 

fungsi. 

 

Pasal 10 

Peralatan Kesehatan di Puskesmas harus memenuhi 

persyaratan: 

a. standar mutu, keamanan, keselamatan; 



b. memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

c. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan 

pengkalibrasi yang berwenang. 

 

Pasal 11 

(1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga 

Kesehatan dan tenaga non kesehatan. 

(2) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non 

kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung 

berdasarkan analisis beban kerja, dengan 

mempertimbangkan jumlah pelayanan yang 

diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, 

karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, 

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. 

(3) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada              

ayat (2) paling sedikit terdiri atas: 

a. dokter atau dokter layanan primer; 

b. dokter gigi; 

c. perawat; 

d. bidan; 

e. tenaga kesehatan masyrakat; 

f. tenaga kesehatan lingkungan; 

g. ahli teknologi laboratorium medik; 

h. tenaga gizi; dan 

i. tenaga kefarmasian. 

(4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada            

ayat (2) harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, 

administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan 

operasional lain di Puskesmas. 

 

Pasal 12 

(1) Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai 

dengan standar profesi, standar pelayanan, standar 

prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak 

pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan 

pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan 

dirinya dalam bekerja. 

(2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus 

memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 13 

(1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan 

oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan 

kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 

 



(2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 14 

(1) Pelayanan laboratorium di Puskesmas harus memenuhi 

kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan 

peralatan. 

(2) Pelayanan laboratorium di Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 15 

Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, 

peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan 

laboratorium dalam rangka pendirian Puskesmas harus 

berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB IV 

KATEGORI PUSKESMAS 

 

Pasal 16 

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang 

didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, 

Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik 

wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan. 

 

Pasal 17 

Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15, Puskesmas dikategorikan menjadi: 

a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan 

b. Puskesmas kawasan pedesaan; 

c. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. 

 

Pasal 18 

(1) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf a merupakan Puskesmas yang 

wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling 

sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan 

sebagai berikut: 

a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh perseratus) 

penduduknya pada sektor non agraris, terutama 

industri, perdagangan dan jasa; 

b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 

2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius 

kurang dari 5 km, bioskop, atau hotel; 



c. lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) rumah 

tangga memiliki listrik; dan/atau 

d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju 

fasilitas perkantoran sebagaimana dimaksud pada            

huruf b. 

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas 

kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. memprioritaskan pelayanan UKM; 

b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat; 

c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau masyarakat; 

d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan 

pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan 

kesehatan; dan 

e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan 

kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola 

kehidupan masyarakat perkotaan. 

 

Pasal 19 

(1) Puskesmas kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf b merupakan Puskesmas yang 

wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling 

sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria berikut: 

a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh perseratus) 

penduduk dari sektor agraris; 

b. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 

km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah 

sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas 

berupa bioskop atau hotel; 

c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 50% (lima 

puluh perseratus); dan 

d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas 

kawasan perdesaan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat; 

b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat; 

c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan 

pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas palayanan 

kesehatan; dan 

d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan 

dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan. 

 

 

 



Pasal 20 

(1) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15, Puskesmas dikategorikan 

menjadi: 

a. Puskesmas non rawat inap; dan 

b. Puskesmas rawat inap. 

(2) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a adalah Puskesmas yang tidak 

menyelanggarakan pelayanan rawat inap, kecuali 

pertolongan persalinan normal. 

(3) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada           

ayat (1) huruf b adalah Puskesmas yang diberi tambahan 

sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat 

inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan 

kesehatan. 

 

 

BAB V 

PERIZINAN DAN REGISTRASI PUSKESMAS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 21 

(1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional. 

(2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan oleh Bupati. 

(3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 

(4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan 

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa 

berlakunya izin. 

(5) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan kredensialing 

untuk dapat melaksanakan kerjasama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan 

 

Pasal 22 

(1) Untuk memperoleh izin Operasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Kepala Dinas 

mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang 

perizinan terpadu dengan melampirkan dokumen: 



a. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan 

tanah yang sah; 

b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

c. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas; 

e. studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan 

didirikan atau akan dikembangkan; 

f. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, 

prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan 

pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan 

permohonan perpanjangan izin; dan 

g. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat 

diperoleh melalui aplikasi sistem www.oss.go.id; dan 

h. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan 

yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila 

berkas permohonan belum lengkap kepada pemohon yang 

mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja 

sejak berkas permohonan diterima. 

(3) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan 

permohonan ulang kepada pemberi izin. 

(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah 

bukti penerimaan berkas diterbitkan, pemberi izin harus 

menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan 

izin. 

(5) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pemberi izin dapat memperpanjang jangka waktu 

pemrosesan izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

dengan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon. 

(6) Penetapan pemberian izin atau penolakan permohonan izin 

dilakukan setelah pemberi izin melakukan penilaian 

dokumen dan peninjauan lapangan. 

(7) Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin harus 

memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara 

tertulis kepada pemohon. 

(8) Apabila pemberi izin tidak menerbitkan izin atau tidak 

menolak permohonan hingga berakhirnya batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 

permohonan izin dianggap diterima. 

 

 

 

 

 

http://www.oss.go.id/


Pasal 23 

(1) Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan 

registrasi. 

(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

oleh Kepala Dinas kepada Menteri setelah memperoleh 

rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi. 

(3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

izin Puskesmas ditetapkan. 

 

Pasal 24 

Kepala Dinas mengajukan surat permohonan rekomendasi 

Registrasi Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

dengan melampirkan izin Puskesmas dan Keputusan Bupati 

terkait jenis Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah 

kerjanya dan kemampuan penyelenggaraan rawat inapnya. 

 

Pasal 25 

Kepala Dinas mengajukan surat permohonan registrasi 

Puskesmas kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 dengan melampirkan: 

a. fotocopy izin Puskesmas; 

b. profil Puskesmas; 

c. laporan kegiatan Puskesmas sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

bulan terakhir; 

d. surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori 

Puskesmas; dan 

e. rekomendasi dinas kesehatan provinsi. 

 

Bagian Ketiga 

Organisasi 

 

Pasal 26 

(1) Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinas berdasarkan 

kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas. 

(2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada            

ayat (1) paling sedikit terdiri dari: 

a. kepala Puskesmas; 

b. kepala sub bagian tata usaha; 

c. penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan 

Masyarakat; 

d. penaggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; 

dan 

e. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan 

jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

 

 

 

 



Bagian Keempat 

Upaya Kesehatan 

 

Pasal 27 

(1) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama. 

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. 

 

Pasal 28 

(1) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 meliputi upaya kesehatan 

masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat 

pengembangan. 

(2) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pelayanan promosi kesehatan; 

b. pelayanan kesehatan lingkungan; 

c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; 

d. pelayanan gizi; dan 

e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 

(3) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap 

Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar 

pelayanan minimal Kabupaten/Kota bidang kesehatan. 

(4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan 

masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang 

sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan 

intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas 

masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi 

sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. 

 

Pasal 29 

(1) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan 

dalam bentuk: 

a. rawat jalan; 

b. pelayanan gawat darurat; 

c. home care; dan/atau 

d. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan 

pelayanan kesehatan. 

 

 



(2) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan standar prosedur operasional dan standar 

pelayanan. 

 

 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 30 

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi profesi 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Puskesmas. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kepada masyarakat. 

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan 

pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas yang 

telah memiliki izin operasional berdasarkan Peraturan Bupati 

Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40  

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak, tetap berlaku 

sampai dengan habis berlakunya izin operasional. 

 

 

Pasal 32 

Khusus untuk izin operasional Puskesmas yang berakhir pada 

tahun 2019, permohonan perpanjangan izin operasional 

Puskesmas dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 

habis masa berlakunya izin operasional. 

 

 



BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah 

diubah dengan Perturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 

Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan 

Masyarakat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2014 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 34 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah kabupaten Demak. 

 

 

Ditetapkan di Demak  

pada tanggal 29 Mei 2019 

BUPATI DEMAK, 

 

 TTD 

 

HM. NATSIR 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA DINKES   

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 31 Mei 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 34 


